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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.xxx
ZTAUE Y 2
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT XXXXXX, NIK 1609035010960001, tempat dan tanggal
lahir XXXXXX, 10 Oktober 1996, umur 25
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di
Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGATXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 02 Juni
1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di
Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Mrd,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2015 di XXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai kutipan
Akta nikah Nomor: 097/15/111/2015 tanggal 16 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
dirumah orang Tua Tergugat di Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan selama (4) bulan kemudian pindah Ke Kediaman
Orang Tua Penggugat di Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 6 (enam)
tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama Vivi septa Olivia (Perempuan) tanggal lahir 19
September 2105 yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat)
tahun, akan tetapi sejak Maret 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1. Keluarga Tergugat Selama ini tidak merestui pernikahan dan sering ikut
campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus
sehingga akhirnya sejak Mei 2021 sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana dalam pisah rumah
tersebut Saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di
Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mrd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Selatan Sementara Tergugat tinggal dikediaman orang tua
Tergugat di Dusun Il Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana
halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha
untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan
keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-
Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula
Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan
sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan Penggugat(PENGGUGAT XXXXXX) dengan
Tergugat (TERGUGATXXXXXX) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/53/VII/90 tanggal 13 Juli
1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Prembun, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua
Majelis diberi kode P;

2. Asli Surat Pernyataan Talak kepada Penggugat yang ditanda tangani
oleh Tergugat tanggal 13 Agustus 2021, bermeterai cukup, lalu Majelis
Hakim memberi paraf, tanggal serta tanda pada surat tersebut dengan
tanda P2;

B. Bukti Saksi.
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1. SAKSI | PENGGUGAT XX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kab. OKU Selatan, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami

isteri, karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat sedangkan
dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat namun
tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal tinggal di rumah Kediaman orang tua Tergugat di Dusun II,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, selama kurang selama kurang lebih 4 (empat)
bulan lalu pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Dusun Il,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan sampai
dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sampai
dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisin dan
bertengkar namun permasalahnnya Saksi ketahui berdasarkan cerita
Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei
2021 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi selaku keluarga pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI Il PENGGUGAT XX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXX,
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Kec. XXXXXXXXXXX, Kab. OKU Selatan, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal tinggal di rumah Kediaman orang tua Tergugat di Dusun II,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, selama kurang selama kurang lebih 4 (empat)
bulan lalu pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Dusun II,
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan sampai
dengan berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang mana anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sampai
dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering
berkata kasar kepada Penggugat, masalah ekonomi, Tergugat
mengirim surat talaka kepada Pemohon melalui saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei
2021 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi selaku tetangga pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang
berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muaradua berwenang menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat
dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal
14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara
perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan
mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya rukun kembali
dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan
Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin
bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihnan dan pertengkaran
yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas
dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT XXXXXX ) dengan
Tergugat (TERGUGATXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini
adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena
alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus
memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak
harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan
dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk
rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini
telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an
Il : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang

menyatakan sebagai berikut:

@

- R - & - ) & -
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Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak

maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip
mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat
mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya
melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-
undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat
diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus
dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya
sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan
bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang
menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-
mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen). Begitupula dalam
hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi
sebagai mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri
haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan
demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang
dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah
syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

asy 2

"‘,“‘,':I' wlam ol Tl a-T, A\ af, LS en R f';
Db B Je dms 51 VP 3 AR R 08

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode
(P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI |
PENGGUGAT XX dan SAKSI Il PENGGUGAT XX;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan
fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya khusus
dibuat sebagai alat bukti, keduanya telah diberi meterai cukup dan telah di-
nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang
berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.2) Asli Surat Pernyataan yang
dibuat oleh Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021f, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka
bukti kode (P.2) tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan
dapat diterima sebagai bukti permulaan, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang
menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171

ayat (1 dan 2) Rbg. Jo. 172 Rbg serta 175 Rbg, jo. Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis

Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka keterangan saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang
dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus
mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan
oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah memenuhi
sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan,
Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi
syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah keterangan Saksi
Pertama dan Saksi Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang bertempat
tinggal dirumah Kediaman orang tua Tergugat di Dusun Il, Desa XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
selama kurang selama kurang lebih 4 (empat) bulan lalu pindah ke
kediaman orang tua Penggugat di Dusun Il, Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 6 (enam)
tahun 5 (lima) bulan;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun
dan harmonis sekira sejak tahun 2020 karena antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih disebabkan karena
masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei tahun 2021
dan selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat
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sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami
isteri serta tidak saling perdulikan lagi;

5. Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat supaya
mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan-
keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk dirukunkan
kembali dimana Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga
dengan Tergugat yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat
tinggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada
Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal
tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga
mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses
persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi
meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila
rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena
keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya
pernikahan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak
hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat
kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup
untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena
perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima
setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim
menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, dan Tergugat sering
berkata kasar kepada Penggugat, keadaan seperti itu membuat hubungan
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan
dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua
pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus
dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh
vana berbunvi sebaaai berikut:

tl...a.‘.'n NE T A Ll ¢ys
Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka
jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat
serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan
adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis
Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil
(telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat
pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat (TERGUGATXXXXXX) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT XXXXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat
tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat abhli
Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid 1l, halaman

VLl Oy ¢l Oliel o) gl By 2 ) Lalges ot 130
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248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan
keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari
suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya
sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya
dengan talak bain.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas lex spesialis drogat lex generalis
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti
tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGATXXXXXX)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT XXXXXX);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh
Iskandar, S.H.l sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.l., M.H dan As'ad

Fuadi, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
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pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fakhrul Jamil,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.l., M.H Iskandar, S.H.I

As'ad Fuadi, LC
Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP ‘'Rp 60.000,00

2. Proses 'Rp 50.000,00

3. Panggilan :Rp 525.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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